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ABSTRAK

Pandemi Covid-19 sudah sekian lama menggerogoti bangsa Indonesia. Sudah banyak
korban yang berjatuhan, tak sedikit dari mereka yang kehilangan pekerjaan, tempat
tinggal, dan juga keluarga mereka. Di balik semua drama kesedihan dan kesengsaraan
yang terjadi di Indonesia pada masa saat ini, banyak oknum nakes yang bertindak tidak
baik dan juga tidak terpuji. Banyak oknum yang justru memanfaatkan kesempatan yang
ada. Mereka juga tidak gentar dengan adanya aturan yang ada. Karena ini merupakan
kasus baru yang terjadi di Indonesia, maka mereka menganggap tidak adanya aturan
yang akan menjerat hal tersebut. Tujuan dalam penelitian yaitu sebagai upaya dalam
mengetahui perlindungan hukum bagi korban vaksin kosong Covid-19, serta hambatan
bagi penegak hukum dalam penindakan terhadap pelaku tindak pidana oknum yang
melakukan vaksinasi kosong tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum
normatif.

Kata Kunci : Pandemi, Perlindungan Hukum, dan Vaksinasi Covid-19

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has long undermined the Indonesian nation. There have been
many casualties, not a few of them have lost their jobs, shelter, and also their families.
Behind all the dramas of sadness and misery that occur in Indonesia at this time, many
nakes who act badly and also not commendable. Many people actually take advantage
of the opportunities that exist. They are also not daunted by the existing rules. Because
this is a new case that occurs in Indonesia, they consider the absence of rules that will
ensnare it. The purpose of this study is to find out how the legal protection for victims of
Covid-19 empty vaccinations, as well as obstacles for law enforcement in the
crackdown on criminal perpetrators of individuals who carry out empty vaccinations
using normative legal research methods.
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PENDAHULUAN

Indonesia  merupakan  sebuah
negara dengan populasi yang sangat
banyak. Jumlah penduduk yang semakin
pesat, sejalan dengan tuntutan
terfasilitasinya  berbagai  pendukung
kehidupan masyarakat. Mengacu pada hal
yang demikian, pihak pemerintah dan
swasta terus berlomba dalam
pembangunan, seperti halnya pada sektor
kesehatan. Pembangunan  sarana

kesehatan tersebut memiliki tujuan dalam
memberikan kesempatan untuk masyarakat
agar dapat memperoleh kesehatan yang
optimal melalui pembangunan Puskesmas
di seluruh wilayah Indonesia sejalan
dengan Pasal 3 Undang-Undang No 36
Tahun 2009 Terkait Kesehatan.

Pentingnya kesehatan juga
diamanatkan Pasal 28H ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 bahwa seseorang
memiliki hak hidup sejahtera baik secara
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lahir maupun batin, memiliki tempat
tinggal, berada pada suatu lingkungan
yang baik, sehat serta mendapatkan suatu
pelayanan kesehatan.

Kesehatan yaitu suatu kebutuhan
mendasar setiap orang serta pembangunan
kesehatan tersebut berkaitan dengan
kesehatan fisik dan mental. Kepmenkes
Rl Nomor 128/MENKES/SK/11/2005
Terkait Kebijakan Dasar Puskesmas
menunjukkan bahwa keadaan kesehatan
seseorang, berpengaruh terhadap
kehidupan  sosial  ekonomi  serta
kelangsungan kehidupan bangsa maupun
negara. Dalam meningkatkan suatu
derajat kesehatan masyarakat, maka
dirasa perlu menyelenggarakan pelayanan
kesehatan.  Pelayanan kesehatan yaitu
suatu upaya yang dapat diselenggarakan
secara mandiri maupun berkelompok
dalam organisasi dengan cara memelihara

serta meningkatkan kesehatan
perorangan, kelompok, maupun
masyarakat yang membutuhkan
pelayanan  kesehatan. Pelayanan

kesehatan itu ada macam-macam bentuk
dan kegiatannya, diantaranya adalah
pemberian vaksin.

Kasus pandemi covid-19 yang
semakin melonjak, membuat pemerintah
melakukan  berbagai usaha seperti
diberlakukannya kebijakan Pembatasan

Sosial Berskala Besar (PSBB)
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) , hingga diwajibkannya

vaksinasi covid-19 bagi masyarakat.

Vaksinasi adalah cara sebagai
tindakan preventif terhadap timbulnya
penyakit menular dan mematikan yang
disebabkan virus. Kurangnya
pemahaman terkait pentingnya vaksinasi
yang disebabkan kurangnya pengetahuan
serta sosialisasi dari pihak kesehatan,
memunculkan isu terkait efek negatif dari
vaksinasi  seperti halnya  AIDS,
kemandulan, serta autisme.

Tujuan vaksinasi Covid-19 vyaitu
dalam rangka mengurangi penyebaran,
mencapai kekebalan, melindungi
masyarakat, dan menurunkan kematian
karena  pandemi  Covid-19, agar
masyarakat serta perekonomian tetap
terjaga. Dasar hukum dari

diberlakukannya vaksin covid-19 vyaitu
Perpres No 14 Tahun 2021 terkait
Pengadaan Vaksinasi untuk
menanggulangi Covid-19. Adapun sanksi
terhadap pelanggaran pelaksanaan
vaksinasi covid-19 diatur pada Permenkes
Nomor 23 Tahun 2018 terkait Pelayanan
serta Penerbitan Sertifikat Vaksin.

Dalam prosesnya, vaksin covid-19
sebelum diberikan pada masyrakat terlebih
dahulu diproses oleh pihak berwenang
tenaga kesehatan yang pembuatan,
pendistribusian, sampai penyerahan vaksin
pada  konsumen  telah  memenuhi
kualifikasi efficacy, quality, dan safety.
Vaksinasi memiliki peran penting untuk
menjaga kekebalan tubuh seseorang dari
penyakit.

Pemberian vaksin dilakukan dalam
rangka menghasilkan generasi  suatu
bangsa yang handal serta tangguh.
Kesehatan memiliki peranan penting yang
harus dipelihara  seseorang, dimana
kesehatan yaitu suatu hak asasi manusia
serta unsur kesejahteraan berdasarkan
Pancasila serta Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945,
yaitu suatu Negara memiliki kewajiban
dalam melindungi serta memastikan warga
negaranya telah mendapatkan suatu
jaminan kesehatan yang layak dan baik.

Maraknya  kegiatan  vaksinasi
covid-19 sesuai anjuran pemerintah dalam
melindungi  rakyat serta mencegah
meningkatnya kasus covid-19, terdapat
banyak oknum yang telah memanfaatkan
untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut

dirasa  sangat  merugikan,  dimana
terjadinya tindakan pemberian vaksin
kosong.

Terkuaknya kasus vaksin palsu
atau pemberian vaksin kosong dapat
memberi efek yang fatal dan berjangka
panjang. Dalam hal ini, Pelakunya perlu
diberikan sanksi pidana, dan pemerintah
harus bertanggungjawab atas hal tersebut,
terkait pembuat kebijakan dan
pengawasan. Vaksin  palsu tersebut
diketahui telah berjalan 13 (tiga belas)
tahun yang beredar di seluruh Indonesia,
sehingga dalam hal ini Kemenkes beserta
Badan POM dirasa tidak menjalankan
peran dan fungsinya dengan baik.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ~ ini  menggunakan
pendekatan  hukum normatif (legal
research), vyaitu studi dokumen dengan
meneliti serta mengkaji berbagai sumber
bahan hukum yang telah dikonsepkan
dalam bentuk peraturan tertulis seperti
halnya:  keputusan atau  ketetapan
pengadilan, teori hukum, Perpu, prinsip
serta asas hukum, dan pendapat para ahli
dan semua publikasi ilmiah berkaitan
dengan hukum yang memiliki relevansi
langsung perihal permasalahan penelitian.
Teknik dalam  mengumpulkan data
penelitian ini adalah dengan studi
literatur, serta akan dianalisis
menggunakan pendekatan kualitatif yaitu
sebuah analisis dengan hasil data
deskriptif dari berbagai sumber .

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum Korban
Vaksinasi Kosong di Indonesia
Pelaksanaaan  kegiatan  vaksin
Covid-19 di Indonesia dijalankan oleh
Kemenkes RI. Dalam pelaksanaannya,
telah ditetapkan beberapa hal, terkait
kriteria, prioritas wilayah penerima
vaksinasi, jadwal serta alur vaksinasi,
serta standar pelayanan vaksin covid-19.
Berdasarkan Perpres Rl No 14 Tahun
2021 terkait Perubahan atas Perpres No
99 Tahun 2020 terkait Pengadaan serta
Pelaksanaan Vaksinasi untuk
Menanggulangi Pandemi Covid 19 Pasal
13 A ayat (2) menyebutkan bahwa
Vaksinasi  covid-19  adalah  suatu
kewajiban seluruh rakyat Indonesia
sebagai sasaran penerima vaksin covid-19
berdasarkan data menteri kesehatan.
Vaksinasi  Covid-19  terdapat
pengecualian untuk tidak dilaksanakan
jika diketahui ada indikasi sesuai pasal 13
A ayat (3). Namun untuk masyarakat
yang tidak ada indikasi, jika menolak
serta tidak melakukannya, maka dapat
dikenakan sanksi sesuai Perpres No 14
Tahun 2021 terkait Pengadaan Vaksinasi
serta Pelaksanaan Vaksin Covid-19 untuk
menanggulangi Covid-19. Reaksi dari
pasca vaksinasi Covid-19 terkait efek
samping terbagi menjadi tiga, antara lain:

reaksi ringan meliputi nyeri, bengkak, dan
kemerahan di tempat yang disuntik; reaksi
sistemik meliputi sakit kepala, nyeri otot,
demam, nyeri sendi, dan badan lemah;
reaksi berat meliputi kejang, kecacatan,
dan alergi. Pada saat reaksi berat terasa,
maka perlu untuk dilaporkan agar segera
dilakukan tindakan.

Perlindungan  konsumen telah
dijamin dalam UUD 1945 dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Dengan adanya

landasan hukum tersebut, diharapkan
pemerintah dapat bertanggung jawab
terhadap efek  samping ataupun

pelanggaran seperti halnya pemberian
vaksin  kosong oleh oknum tenaga
kesehatan pelaksana vaksin Covid-19.
Berdasarkan Perpres Rl No 14 Tahun
2021, dalam Pasal 15B berbunyi: apabila
terjadi kasus karena terpengaruh produk
Vaksinasi Covid-19 yang membuat
kecacatan bahkan sampai meninggal, maka
mendapatkan kompensasi dari pemerintah.
Kompensasi berdasarkan Perpres Rl No 14
Tahun 2021 Pasal 15 B ayat 2 (dua) dan 3
(tiga) meliputi: Kompensasi santunan cacat
atau kematian. Adapun Kriteria, bentuk,
serta  nilai  besarannya  ditetapkan
Kemenkes sesudah mendapat persetujuan
Menteri Keuangan.

Mengingat hal demikian, dirasa
penting bagi Praktisi Hukum dalam
pemberian edukasi public terkait vaksin
Covid-19 agar masyarakat Indonesia
mendapat kejelasan, merasa aman, serta
terlindungi  secara  hukum  sebagai
konsumen. Konsumen yaitu seseorang
yang membeli  meliputi  menerima,
memakai, dan menggunakan suatu barang
atau jasa.  Dalam hal ini, penerima
vaksinasi Covid-19 vyaitu mereka yang
menerima vaksin untuk mendapatkan
kekebalan terhadap penyakit sebagai
kewajiban dalam mencapai imunitas suatu
komunitas atau masyarakat secara gratis.

Dalam Perpres Rl No 14 Tahun
2021 Pasal 11 A ayat (1) dijelaskan bahwa
Pemerintah bertanggung jawab hukum
pada keamanan, mutu, serta Kkhasiat
imunogenisitas. Hal tersebut diperkuat
pada ayat 4 (empat), serta 5 (lima) bahwa
pemerintah akan bertanggung jawab secara
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hukum atas kasus pemberian vaksin
kosong terhadap korban. Kemudian
dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan suatu
pengobatan serta perawatan medis sesuai

protokol pengobatan. Adapun biaya
pengobatan beserta perawatannya
dilakukan  dengan sistem  jaminan

kesehatan nasional dan pendanaan lain
yang sumbernya dari APBN dengan
mengikuti ketentuan perundang-
undangan.

Perlindungan hukum diperlukan
sebagai upaya dalam rangka pemenuhan
hak dan pemberian bantuan terhadap rasa
aman saksi dan korban, berbentuk
kompensasi, restitusi, bantuan hokum,
dan  pelayanan  medis. Dalam
pelaksanaannya, kegiatan vaksin Covid-
19 memerlukan sebuah perlindungan
hukum,  berkaitan  dengan  resiko
keamanan beserta kesehatan masyarakat,
dengan  harapan agar pelaksanaan
vaksinasi tidak dapat merugikan serta
membahayakan kesehatan masyarakat.

Perlindungan  hukum  terbagi
menjadi 2 (dua) jenis, antara lain:
perlindungan  hukum  preventif dan
represif. Perlindungan Hukum Preventif
yaitu suatu  pencegahan terjadinya
masalah.  Bentuk  perlindungan ini
berbentuk sebuah peraturan perundang-
undangan terkait ketentuan hukum
pelaksanaan vaksinasi, yaitu Perpres RI
No 14 Tahun 2021 dan BPOM.

Adapun  Perlindungan Hukum
Represif yaitu suatu perlindungan dalam
rangka penyelesaian masalah.
Perlindungan tersebut terbentuk dalam
Pasal 15 ayat (1) yaitu Kemenkes dan
BPOM bersama dengan Pemda provinsi
beserta Pemda kabupaten/kota untuk
memantau serta menanggulangi terkait
kejadian pasca vaksin Covid-19.

Apabila ditemukan atau terjadi
suatu  pelanggaran yang dilakukan
pemerintah dalam melaksanakan
vaksinasi Covid-19, maka masyarakat
bisa menggugat pemerintah  secara
perdata dan oknum tenaga kesehatan
secara pidana dengan cara pembuktian
atau mempunyai alat bukti terkait
pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang
tidak memenuhi standar sehingga

merugikan masyarakat. Masyarakat yang
merasa dirugikan atau menjadi korban dari
peredaran dan pemberian vaksin kosong
dapat memperjuangkan haknya melalui
beberapa upaya, antara lain:
a. Datang ke puskesmas terdekat dan
melakukan vaksin wajib ulangan.
b. Menghubungi pihak terkait seperti
halnya Kemenkes, Dinkes, ataupun

BPOM agar mendapatkan
kejelasan informasi terkait
pelaksana yang diduga

memberikan vaksin kosong.

c. Masyarakat yang menjadi korban
dapat menempuh jalur hukum.
Adapun upaya hukum tersebut
antara lain:

1. Upaya hukum di luar pengadilan

a. Upaya Perdamaian
Penyelesaian masalah secara damai
yaitu suatu kegiatan menyelesaikan
sengketa antar para pihak, dengan

cara damai.

b. Badan Sengketa Penyelesaian
Konsumen (BPSK)

Badan Penyelesaian  Sengketa

Konsumen vyaitu lembaga yang
dibentuk dalam rangka
penyelesaian selisih paham atau
sengketa konsumen dengan pelaku
usaha.

2. Upaya Hukum Melalui Pengadilan

a. Pasal 45 ayat (1) UUPK
menyebutkan bahwa setiap
konsumen yang merasa dirugikan
atau dijadikan  korban, dapat
menggugat pelaku usaha melalui
lembaga peradilan di lingkungan
peradilan umum.

b. Berdasarkan paparan di atas, hasil
penelitian  menunjukkan bahwa
korban vaksinasi kosong
mendapatkan perlindungan hukum
berdasarkan Perpres Rl No 14
Tahun 2021, UUD 1945, serta
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
terkait UUPK. Perlindungan ini
terdiri dari perlindungan hukum
yang bersifat preventif dan represif.
Adapun  perlindungan  hukum
tersebut bisa ditempuh melalui
jalur hukum di luar pengadilan
serta melalui pengadilan.
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B. Hambatan Penegak Hukum dalam
Penindakan Pelaku Tindak Pidana
Vaksinasi Kosong Terhadap Korban

Vaksin  Covid-19 vaitu suatu
terobosan pemerintah dalam rangka

melawan serta menangani Covid-19 di

Indonesia. Tujuannya yaitu mengurangi

penyebaran, menurunkan kematian karena

Covid-19, untuk mencapai kekebalan

yang dapat melindungi masyarakat serta

perekonomian. Dalam penanganan wabah
covid-19, pemerintah mengambil langkah
pelaksanaan hukuman penegakan hukum.

Penegakan hukum, tidak terlepas dari

pemberian tindak pidana terhadap para

pihak yang telah terbukti menghalangi

penanggulangan wabah Covid-19 di

Indonesia. Adapun yang dinamakan

tindak pidana yaitu suatu perbuatan secara

aktif maupun pasif yang dilarang menurut
hukum serta diancam dengan pidana.
Tindak pidana dapat
dipersamakan dengan delik. Delik
memiliki unsur-unsur, meliputi: perbuatan
manusia; Perbuatan yang diancam,
dilarang yang dijatuhi sesuai undang-
undang yang berlaku; Perbuatan yang
dapat di pertanggung-jawabkan. Fungsi
hukum diantaranya adalah
memberlakukan tindak pidana terhadap
pihak yang melanggar. Hukum dibuat
untuk melindungi kepentingan
masyarakat, agar terlindungi. Pelaksanaan
hukum berlangsung secara normal dan
damai, namun untuk suatu keadaan
tertentu dapat terjadi karena adanya suatu
pelanggaran hukum. Penegakkan hukum
perlu  dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya. Dalam menegakkan hokum,
terdapat tiga unsur yang harus
diperhatikan, antara lain: kepastian
hukum, kemanfaatan serta keadilan.
Hukum pidana pada umumnya
diklasifikasikan menjadi dua kelompok
besar, yaitu pidana umum serta pidana
khusus. Diaturnya delik dalam KUHP,
dikenal sebagai pidana umum. Adapun
delik yang diatur dalam undang-undang
selain KUHP antara lain: UU No 4 Tahun

1984 tentang Wabah Penyakit Menular,

ataupun UU No 6 Tahun 2018 tentang

Kekarantinaan Kesehatan, maka disebut

pidana khusus. Maka dalam rangka,

melihat serta mengkaji terpenuhi atau
tidaknya suatu unsur pidana yang
dilakukan tenaga kesehatan memberikan
vaksin kosong kepada seseorang (korban),
maka harus menggunakan suatu kaidah
hukum pidana khusus.

Tenaga kesehatan sangat
diperlukan oleh masyarakat, khususnya
pada saat pandemi Covid-19. UU No 36
Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan,
menyebutkan bahwa Tenaga Kesehatan
merupakan setiap orang yang bersedia
mengabdikan diri di bidang kesehatan
serta  memiliki  pengetahuan  dan
keterampilan yang didapat melalui
pendidikan bidang kesehatan. Tindak
pidana pemberian vaksin kosong yang
dilakukan oleh tenaga kesehatan pernah
terjadi pada siswa Sekolah Dasar di Kota
Medan. Dalam hal ini, penyidik
menetapkan tersangka dokter G dengan
ancaman melanggar Pasal 14 ayat (1) UU
No. 4 Tahun 1984 terkait Wabah Penyakit
Menular. Adapun untuk melihat unsur
pidana pada tindakan pemberian vaksin
kosong tersebut, berfokus pada Pasal 14
ayat (1) UU No 4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular, dengan unsur-
unsur pidana, antara lain: 1. Barang Siapa;

2. Dengan sengaja; 3. Menghalangi
pelaksanaan  penanggulangan  wabah
Covid-19.

Sehingga untuk mengenakan sanksi
pidana penjara atau denda sebagaimana
Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular, harus terlebih dahulu
membuktikan terpenuhinya unsur-unsur
pidana sebagaimana diuraikan di atas.
Unsur yang pertama terkait barang siapa
tentu mengarah pada pelaku tindak pidana,
pelaku tindak pidana yang diduga
melakukan penyuntikan vaksin kosong ini
adalah  seorang tenaga  kesehatan.
Berkaitan dengan frasa menghalangi dalam
Pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit
Menular, ternyata peraturan perundang-
undangan tidak memberikan makna atau
definisi atas frasa tersebut. Sudikno
Mertokusumo menyatakan, oleh karena
undang-undang atau peraturan perundang-
undangan tidak lengkap atau tidak jelas
maka harus ditemukan hukumnya melalui
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suatu  metode  penemuan  hukum
(rechtsvinding). Hal senada juga
ditegaskan oleh VVan Bemmelen dan Van
Hattum yang  menyatakan  setiap
perundangundangan tertulis
membutuhkan interpretasi.

Kasus pemberian vaksin kosong
apabila motif daripada pemberian vaksin
kosong  tersebut  ditujukan  untuk
menghambat, menunda, atau mengganggu
pencapaian tujuan dari vaksinasi yaitu
untuk menanggulangi wabah Covid-19
serta menjaga kesehatan masyarakat,
maka perbuatan tersebut masuk dalam
kualifikasi menghalangi  pelaksanaan
penanggulangan wabah. Namun jika tidak
maka tindakan tenaga kesehatan tersebut
belum dapat memenuhi unsur pihak yang
menghalangi  penanggulangan  wabah
(covid-19). Berdasarkan paparan di atas,
maka pihak penegak hukum yang
menangani persoalan penyuntikan vaksin
covid-19 yang kosong terhadap siswa SD
di Kota Medan harus terlebih dahulu
mengetahui motif dari pelaku melakukan
hal tersebut. Jika penegak hukum tidak
dapat mengungkap motifnya, maka
penggalian unsur-unsur dalam Pasal 14
ayat (1) Undang-Undang Wabah Penyakit
Menular, akan menjadi sangat sulit. Baik
itu unsur barang siapa, dengan sengaja
dan unsur menghalangi pelaksanaan
penanggulangan wabah (covid-19). Tidak
serta merta tenaga Kkesehatan yang
bersangkutan dapat dikatakan melakukan
tindak pidana, tanpa terlebih dahulu
terpenuhinya unsur yang dimaksud.

Tenaga kesehatan tidak dapat
dibebani  pertanggungjawaban pidana
hanya karena telah melakukan suatu
tindak pidana. Orang tersebut dapat
dibebani pertanggung jawaban pidana
hanya apabila dalam melakukan tindak
pidana tersebut dilakukan dengan sengaja
(dolus) atau dilakukan karena
kelalaiannya (culpa). Maka dengan kata
lain, seorang tidak dapat dipidana
sekalipun telah melakukan perbuatan
pidana (actus reus) apabila dalam
melakukan perbuatan pidana tersebut
tidak dilakukannya berdasarkan sikap
kalbu bersalah (mens rea) atau niat jahat.
Bersalah adalah pertanggungjawaban

pidana.

Penegakan hukum dimaksudkan
sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide
atau keinginan-keinginan hukum menjadi
kenyataan. Hakim dalam memberikan
putusan akhir harus melihat berbagai aspek
dan unsur yang dapat mempengaruhi isi
dari putusan yang akan diberikan. Majelis
Hakim yang memeriksa suatu perkara
pidana, harus memastikan terpenuhinya
unsur-unsur  tindak  pidana  yang
dituduhkan terhadapnya, sehingga pelaku
tersebut dapat diminitai
pertanggungjawaban pidana sebagaimana
pasal yang dipergunakan.  Vaksin
merupakan upaya penanggulangan wabah,
maka barang siapa, termasuk dalam hal ini
perawat, yang dengan sengaja
menghalangi pelaksanaan penanggulangan
wabah diancam pidana penjara selama-
lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-
tingginya Rpl juta. Tapi, jika hal tersebut
terjadi karena  kealpaannya, dan
mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan
penanggulangan wabah, pelaku diancam
pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan
dan/atau denda setinggi-tingginya Rp500
ribu.

Pelanggaran yang terjadi dalam
praktik keperawatan, akan ditindak secara
tegas oleh Konsil Keperawatan
berwenang. Adapun penindakan yang
dilakukan dapat berupa penetapan dan
pemberian sanksi disiplin profesi perawat,
sehingga oknum perawat yang menyuntik
vaksin Covid-19 kosong dapat diberikan
sanksi disiplin profesi perawat oleh Konsil
Keperawatan. Hambatan yang dialami
penegak hukum dalam penindakan tindak
pidana penyuntikkan vaksin kosong adalah
kurangnya pengetahuan dan wawasan
korban mengenai vaksin sehingga korban
tidak mampu mengidentifikasi sendiri
apakah vaksin yang disuntikkan padanya
benar-benar vaksin atau kosong.

KESIMPULAN
Perlindungan hukum bagi korban
vaksinasi tindak pidana yang dilakukan
Nakes di Indonesia adalah dengan
memberikan hukuman penjara kepada
pelaku selama 1 tahun. Hambatan yang
dialami penegak hukum dalam penindakan
tindak pidana penyuntikkan vaksin kosong
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adalah  kurangnya pengetahuan dan
wawasan  korban  mengenai  vaksin
sehingga korban tidak mampu

mengidentifikasi sendiri apakah vaksin
yang disuntikkan padanya benar-benar
vaksin atau kosong.
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